




ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengawasan sebagai Pengawas Internal diberikan tugas untuk melakukanseluruh proses kegiatan yang meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatanpengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untukmemberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai denganketentuan, mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan sehingga kinerja yangdiharapakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.Bahwa untuk menjaga keberlangsungkan dan efektifitas tugas tersebut BadanPengawasan Mahkamah Agung dari tahun ketahun selalu melakukan aktualisasikemampuan guna meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan yang lebih baik kepadapublik.Pada tahun 2017, Badan Pengawasan melaksanakan kegiatan antara lain:
1. Pembinaan dan Pengelolaan SDMPada tahun 2017, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan MahkamahAgung RI berjumlah 153 (seratus lima puluh tiga)orang, yang terdiri dari tenaga teknisyudisial 52 orang, tenaga non teknis yudisial 85 orang, dan tenaga Honorer 16 orangdengan komposisi jabatan sebagai Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Staf danHonorer dengan rincian sebagai berikut :A. Pejabat Struktural :

 Pejabat Eselon I : 1 orang
 Pejabat Eselon II : 4 orang  (Sekretaris dan 3 Inspektur wilayah)
 Pejabat Eselon III : 4 orang
 Pejabat Eselon IV : 15 orang

B. Pejabat Fungsional
Hakim Tinggi : 36 orang
Hakim Yustisial : 16 orang
Auditor : 12 orang
Auditor Kepegawaian : 9 orang
Analis Kepegawaian : 1 orangC. Staf : 39 orangD. Honorer : 16 orang
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2. Penanganan PengaduanPada tahun 2017, Jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan MahkamahAgung RI sejumlah 2.642 pengaduan. Untuk pengaduan yang disampaikan langsung keBadan Pengawasan sejumlah 1.789 pengaduan, untuk pengaduan dari instansi /stakeholder Mahkamah Agung sejumlah 362 pengaduan, Pengaduan Aplikasi Siwassejumlah 328 pengaduan dan Pengaduan dari Satgas sejumlah 163 pengaduan.
3. Penjatuhan Hukuman DisiplinSebagai tindaklanjut surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan MahkamahAgung R.I, pada tahun 2017 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplinterhadap 156 aparat peradilan.
4. Sidang Majelis Kehormatan HakimTahun 2017 atas usulan Komisi Yudisial telah dilakukan Sidang Majelis KehormatanHakim (MKH) sebanyak dua kali, dengan terlapor 2 orang hakim.
5. Sistem Pengendalian Internal (SPI)Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat PengawasIntern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan telah melakukan kegiatannya selaku APIPyaitu diantaranya Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA K/L, Reviu RKBMN Online, ReviuTender Pra DIPA dan Reviu PA PBJ, Pemeriksaan Keuangan, Audit PengadaanBarang/Jasa, Consulting dan Assurance.

6. Pemeriksaan RegulerTahun 2017 Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan Reguler pada 125 SatuanKerja (Satker) yang meliputi : Lingkungan Peradilan Umum wilayah I, II, III, IV berjumlah67 satker. Lingkungan Peradilan Agama wilayah I, II, III, IV berjumlah 45 satker.Lingkungan Peradilan Militer wilayah I, II, III, IV berjumlah 6 satker dan LingkunganPeradilan TUN wilayah I, II, III, IV berjumlah 7 satker.
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7. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)Badan Pengawasan Mahkamah Agung berdasarkan SK SEKMA No.20A/SEK/SK/IV/2016 melakukan evaluasi terhadap satker eselon I Pusat dan peradilantingkat banding berjumlah 74 satker.Tahun 2017 terdapat 1 Satker (1,35 %) memperoleh nilai A,  41 Satker (55,40%)memperoleh nilai BB, 30 Satker (40,54%) memperoleh nilai B, 1 Satker (1,35%)memperoleh nilai CC, dan 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai C. Jika dibandingkandengan Tahun 2016 ada kecenderungan nilai BB dan nilai B meningkat. Untuk melakukanevaluasi Laporan Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah merupakan kewajibanpengadilan tingkat banding sesuai wilayah hukumnya
8. Pemeriksaan Kinerja dan IntegritasBadan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai pengawas Internal pada tahun 2017telah melakukan Pemerikasan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada pengelolaankeuangan Negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 102 Satker.Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat PertamaDi Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 55 satker. DiLingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 39 satker. DiLingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 5 satker dan diLingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 3 satker.
9. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKa) Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 sebanyak449 temuan pemeriksaan dengan 883 rekomendasi. Hingga 31 Desember 2017sebanyak 797 rekomendasi atau sebesar 90,26% sudah diselesaikan oleh MahkamahAgung RI sesuai dengan rekomendasi BPK, sebanyak 64 rekomendasi masih dalamproses tindak lanjut, 11 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yangsah.b) Total nilai temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017sebesar Rp39.519.245.314,74 nilai rekomendasi sebesar Rp29.479.054.601,63.Hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp24.273.013.323,80 sudah diselesaikan olehMahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 82,34 %, nilai yang
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masih dalam proses tindak lanjut sebesar Rp4.682.812.459,00 atau sebesar 15,89 %dan nilai sebesar Rp523.228.818,83 atau sebesar 1,77 % tidak dapat ditindaklanjutidengan alasan yang sah.c) Mahkamah Agung telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar 91,51 %, sisa yang belumditindaklanjuti sebesar 8,49%.
10. Sosialisasi Hakim Pengawas Bidang, Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan dan

Consulting dalam rangka Peningkatan PengawasanPada tahun 2017 Badan Pengawasan telah  melaksanakan Sosialisasi HakimPengawas Bidang, Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan dan Consulting dalam rangkaPeningkatan Pengawasan yang telah dilaksanakan pada beberapa wilayah yaitu:a) Sosialisasi Hakim Pengawas Bidang dilaksanakan di Lampung yang diikuti oleh 80peserta terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan dan Hakim Pengawas Bidangb) Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu Surabaya yangdiikuti oleh 108 peserta terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, HakimTinggi, Panitera Muda Hukum dan Tenaga IT. Makassar yang diikuti oleh 76 pesertaterdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Pengawas Daerah,Hakim Pengawas Bidang, Panitera Muda Hukum, dan Operator IT.c) Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan dilaksanakan pada 2 lokasi yaituSurabaya yang diikuti oleh 300 peserta terdiri dari Panitera, Sekretaris, PaniteraMuda Gugatan/Panitera Muda Perdata/ Panitera Muda Hukum,dan Jurusita. Ternateyang diikuti oleh 40 peserta terdiri dari  Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan,Panitera Pengganti, Jurusita
11. Penjaminan Kualitas (Quality Assurance)Pada tahun 2017 kegiatan Quality Assurance (penjaminan kualitas) telahdilaksanakan pada 3 lokasi yaitu Palembang yang diikuti oleh 72 peserta terdiri dariPanitera, Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Kasir. Bandung yang diikuti oleh 98peserta, dan Semarang yang diikuti oleh 104 peserta terdiri dari Panitera dan SekretarisTingkat Banding, Panitera dan Sekretaris Tingkat Pertama.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar BelakangPengawasan Intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsiorganisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, kegiatan pengawasantelah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif danefisien untuk kepentingan pengawasan yang lebih yang baik.Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaanpengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis gunamemberi nilai tambah bagi kemanfaatan dan penyelenggaraan lebih baik. Hal ini sejalandengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemenrisiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi.APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan PeradilanDibawahnya, Badan Pengawasan pada tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan antaralain:
1. Pembinaan dan Pengelolaan SDMPada tahun 2017, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan MahkamahAgung RI berjumlah 153 (seratus lima puluh tiga)orang, yang terdiri dari PejabatFungsional, Pejabat Struktural, staf dan Honorer. Jumlah aparatur pada BadanPengawasan yang berjumlah 153 orang terdiri dari tenaga teknis yudisial 52 orang,tenaga non teknis yudisial 85 orang dan tenaga honorer 16 orang.Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI pada tahun 2017 telahmengadakan peningkatan SDM dengan cara mengikutsertakan Pejabat Fungsional,Pejabat Struktural dan Staf untuk mengikuti Diklat  dan Bimtek sebanyak 23 Diklat danBimtek.Pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dapat diperinci sebagaiberikut :
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No Nama Bimtek Jumlah

peserta

Penyelenggara Tujuan

1 Pelatihan Manajemen SDMBerbasis Kompetensi danPenerjemahan Peta JalanSDM
2 orang Badan UrusanAdministrasi MARIdan EU-UNDPSUSTAIN

PeningkatanKompetensiSDM
2 Bimtek PenyesunanLaporan KeuanganKementrianNegara/Lembaga

1 orang KPPN Jakarta VI PeningkatanKompetensiSDM
3 Pelatihan di Kantor Sendiri(PKS) dalam rangkaPengembangan SumberDaya Manusia (SDM)terkait Sasaran KinerjaPegawai (SKP)

148Orang Badan PengawasanMARI PeningkatanKompetensiSDM

4 Sosialisasi Program Taspen 3 orang KPPN Jakarta IV PeningkatanKompetensiSDM5 Bimtek Jabatan AuditorKepegawaian 6 orang BKN PeningkatanKompetensiSDM6 Sosialisasi PengalihanStatus Penggunaan BarangMilik Negara antar KuasaPengguna Barang
2 orang BUA MARI PeningkatanKompetensiSDM

7 Pelatihan Penyusunan PetaJalan Manajemen SDMBerbasis kompetensi
2 orang EU-UNDP PeningkatanKompetensiSDM8 Assessment Center 7 orang BUA MARI Peningkatan
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KompetensiSDM9 Diklat PenjenjanganAuditor Muda 2 orang BPKP PeningkatanKompetensiSDM10 Sosialisasi PenatausahaanBarang Persediaan 6 orang Badan UrusanAdministrasi PeningkatanKompetensiSDM11 Bimtek Penelahaan OnlineTA 2018 5 Orang KementerianKeuangan PeningkatanKompetensiSDM
12 Diklat Penilaian MaturitasSPIP Bagi pegawai dilingkungan APIP

2 Orang BPKP PeningkatanKompetensiSDM
13 Sosialisasi dalam rangkapenyusunan RKA-K/L T.A2018

3 Orang KementerianKeuangan PeningkatanKompetensiSDM14 Assesment 7 Orang Badan Pengawasan PeningkatanKompetensiSDM15 Sosialissi Monitoring danEvaluasi Langkah-langkah StrategisPelaksanaan AnggaranSemester I Tahun 2017

2 Orang KementerianKeuangan PeningkatanKompetensiSDM
16 Sosialisasi Langkah-langkah Akhir TahunAnggaran 2017

2 Orang KementerianKeuangan PeningkatanKompetensiSDM



LKjIP Badan Pengawasan MA – RI Tahun 2017 Page 4

17 Diklat Self AssesmentMaturitas SPIP dan PKAPIP
3 Orang BPKP PeningkatanKompetensiSDM18 Sosialisasi danBimbingan TeknisLaporan KekayaanPenyelenggara Negarasecara Elektronik (e-LHKPN)

8 Orang Mahkamah Agung RI PeningkatanKompetensiSDM

19 Sosialisasi Wajib PajakBendahara 2 Orang KementerianKeuangan PeningkatanKompetensiSDM20 Pelatihan/BimbinganTeknis PengelolaanDatabase Pegawai
2 Orang Mahkamah Agung RI

21 Sosialisasi Akuntansi danPelaporan KeuanganAkhir Tahun Anggaran2017
1 Orang KementerianKeuangan PeningkatanKompetensiSDM

2. Penanganan PengaduanTahun 2017 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan MahkamahAgung sejumlah 2.642 pengaduan, dengan rincian :A. Penanganan Pengaduan yang masuk1) Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan, sejumlah 1.789pengaduan2) Pengaduan dari Instansi / Stakeholder Mahkamah Agung, sejumlah 362 Pengaduan3) Pengaduan dari Aplikasi SIWAS sejumlah 328 Pengaduan4) Pengaduan dari SATGAS sejumlah 163 PengaduanB. Penanganan Pengaduan yang ditindaklanjuti1) Ditelaah sejumlah 60 Pengaduan2) Diperiksa Tim Pemeriksa sejumlah 122 Pengaduan
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3) Dijawab dengan surat sejumlah 632 Pengaduan4) Didelegasi ke Pengadilan Tingkat Banding sejumlah 203 Pengaduan5) Didelegasi ke Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah 913 Pengaduan6) Memorandum sejumlah 264 Pengaduan7) Masih dalam proses penyelesaian sejumlah 127 Pengaduan8) Diarsipkan sejumlah 321 PengaduanCatatan : Kriteria Surat yang diarsip ( tidak dapat ditindak lanjuti ) Surat yang identitas pelapor dan terlapor tidak jelas, tidak disertai data dukungdan tidak menunjuk substansi secara jelas ( tidak menyebutkan nama pengadilan atau nomor perkara yang dimaksud )
3. Penjatuhan Hukuman DisiplinSebagai tindaklanjut surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah AgungR.I, pada tahun 2017 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 156aparat peradilan, yaitu :a) Hakim, sejumlah 60 orangb) Panitera, sejumlah 11 orangc) Sekretaris, sejumlah 6 orangd) Panitera Muda, sejumlah 14 orange) Panitera Pengganti, sejumlah 21 orangf) Jurusita, sejumlah 9 orangg) Jurusita Pengganti, sejumlah 9 orangh) Pejabat Struktural, sejumlah 9 orangi) Staf, sejumlah 15 orangj) Honorer, sejumlah 2 orang
4. Sidang Majelis Kehormatan HakimTahun 2017 atas usulan Komisi Yudisial telah dilakukan Sidang Majelis KehormatanHakim (MKH) untuk 2 orang Hakim. data hasil MKH seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1 :  Sidang Majelis Kehormatan Hakim

NO NAMA JABATAN JENIS HUKUMAN

1 A.R Hakim PA. Lbh Pemberhentian dengan hormat
2 E P Hakim PTUN Jb Pemberhentian tetap dengan hakpensiun
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5. Sistem Pengendalian Internal (SPI)Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat PengawasIntern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan telah melakukan kegiatan selaku APIPsebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1.2 : Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

No Kegiatan Resume Hasil Pemeriksan

1 Reviu LaporanKeuangan Pada tahun 2017, Bawas MA RI melakukan 3 (tiga)kali Reviu Laporan Keuangan tingkat UAPA yakni atasLaporan Keuangan Tahunan TA 2016 pada BulanFebruari 2017, Laporan Keuangan Semester PertamaTahun 2017 pada bulan Juli 2017 dan LaporanKeuangan Triwulan III Komprehensif Tahun 2017pada bulan Nopember 2017;
2 Reviu RKA K/L Pada tahun 2017 dilaksanakan 3 kali.
3 Reviu RKBMNOnline Pada tahun 2017 dilaksanakan 3 kali.
4 Reviu Tender PraDIPA dan ReviuPA PBJ Pada tahun 2017, Bawas MA RI melakukan 1 (satu)kali reviu Tender Pra DIPA dan 3 (tiga) kali Reviu PAPBJ;
5 PemeriksaanKeuangan Terdapat 13 (tigabelas) satker yang dilakukanPemeriksaan Keuangan pada tahun 2017;
6 Audit PengadaanBarang/Jasa - Terdapat 10 (sepuluh) Satker yang dilakukan AuditPBJ Tahun 2017;

- Terdapat Satker yang melakukan Pemutusan Kontrakyakni pada PT Ambon;
7 Consulting danAssurance Pada tahun 2017 dilaksanakan 5 kali.

6. Pemeriksaan RegulerTahun 2017 Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan Reguler pada 125 SatuanKerja (Satker). Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II, III, IV berjumlah 67 satker.  Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, IVberjumlah 45 satker. Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 6satker dan Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 7 satker.
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Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan reguler oleh Badan Pengawasan adalah  untukmenjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang lebih baik dan profesionalsehingga akan tercipta tertib administrasi yang berkelanjutan dan penyalahgunaanmaupun penyimpangan administratif/kewenanganan  akan berkurang dan pada akhirnyatidak akan terjadi lagi.Pengawasan  reguler  dilakukan pada 125 obyek  pemeriksaan dimana untuk tahun2017 telah melakukan kontrak kinerja terhadap 4 satuan kerja, yaitu :a. Pengadilan Negeri Liwab. Pengadilan Negeri Padangc. Pengadilan Agama Tembilahand. Pengadilan Negeri Tenggarong
Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikansebagai berikut :1) Manajemen Peradilan, temuannya sejumlah 484 temuan, dimana temuan tersebutdidasarkan pada beberapa temuan yaitu Program Kerja, Evaluasi Kegiatan, StandarPelayanan,dll.2) Administrasi Persidangan, temuannya sejumlah 624 temuan, dimana temuan tersebutdidasarkan pada beberapa temuan yaitu Persidangan, Minutasi Berkas Perkara, dll.3) Administrasi Umum, temuannya sejumlah 2048 temuan.4) Kinerja Pelayanan Publik, temuannya sejumlah 543 temuan, dimana temuan tersebutdidasarkan pada beberapa temuan yaitu Penanganan Pengaduan, KeterbukaanInformasi Publik, Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum), dll.

7. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud untuk meningkatkantransparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi  oleh karena itu kegiatan evaluasi LaporanKinerja Instansi Pemerintah perlu dilakukan.Badan Pengawasan Mahkamah Agung berdasarkan SK SEKMA No.20A/SEK/SK/IV/2016 melakukan evaluasi terhadap satker eselon I Pusat dan peradilantingkat banding berjumlah 74 satker, dengan maksud untuk:
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a. Memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP;b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP;c. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit/SatuanKerjad. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
Tabel 1.3 : Hasil Evaluasi LkjIP Tujuh Eselon I Pusat dan Empat Lingkungan Peradilan

Tingkat Banding

No

PERMENPAN RB No 12 Tahun 2015
( 2016 )Nilai Kategori Jumlah Satker Jumlah Satker

2016 2017
1 >90 – 100 AA - -
2 >80 – 90 A 8 1
3 >70 – 80 BB 36 41
4 >60 – 70 B 20 30
5 >50 – 60 CC 5 1
6 >30 – 50 C 3 1
7 0 – 30 D 2 -

Jumlah 74 74
Tahun 2017 terdapat 1 Satker (1,35 %) memperoleh nilai A,  41 Satker (55,40%)memperoleh nilai BB, 30 Satker (40,54%) memperoleh nilai B, 1 Satker (1,35%)memperoleh nilai CC, dan 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai C. Jika dibandingkandengan Tahun 2016 ada kecenderungan nilai BB dan nilai B meningkat. Untuk melakukanevaluasi Laporan Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah merupakan kewajibanpengadilan tingkat banding sesuai wilayah hukumnya.

Tabel 1.4 : Nilai Evaluasi LKjIP Tahun 2017 Satker Eselon I dan Pengadilan

Tingkat Banding

NO. NAMA SATKER

PERENCANAAN
KINERJA

PENGUKURAN
KINERJA

PELAPORAN
KINERJA

EVALUASI
INTERNAL

PENCAPAIAN
KINERJA

SKOR KATEGORI

BOBOT 30% BOBOT 25% BOBOT
15%

BOBOT
10% BOBOT 20%1 BADAN PENGAWASAN 20,20 19,38 12,00 7,75 15,00 74,33 BB2 BUA 20,28 15,88 11,46 7,75 15,00 70,37 BB3 KEPANITERAAN 19,75 18,63 10,89 7,75 15,00 72,02 BB4 DITJEN BADILAG 19,91 15,53 10,07 6,75 12,29 64,55 B5 DITJEN BADILUM 20,77 17,73 9,80 5,50 11,67 65,47 B6 DITJEN BADIMILTUN 18,57 18,25 10,34 5,50 10,63 63,29 B
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7 BALITBANG DIKLATKUMDIL 19,38 15,65 10,07 5,75 11,88 62,73 B8 PENGADILAN TINGGIBANDA ACEH 21,04 18,97 11,58 7,13 12,29 71,01 BB9 PENGADILAN TINGGIBANGKA BELITUNG 22,67 18,74 11,67 6,46 13,33 72,87 BB10 PENGADILAN TINGGIMEDAN 22,06 18,85 12,00 7,46 12,92 73,29 BB11 PENGADILAN TINGGIBENGKULU 20,37 19,00 11,11 6,58 13,33 70,39 BB12 PENGADILAN TINGGIJAMBI 20,72 17,84 11,20 6,58 11,67 68,01 B13 PENGADILAN TINGGIPEKANBARU 25,02 20,90 12,94 7,33 13,96 80,15 A14 PENGADILAN TINGGIPADANG 23,01 18,75 10,64 4,50 11,88 68,78 B15 PENGADILAN TINGGIPALEMBANG 22,23 19,00 12,47 7,54 15,00 76,24 BB16 PENGADILAN TINGGITANJUNG KARANG 20,36 18,25 12,23 4,88 13,33 69,05 B17 PENGADILAN TINGGIDKI JAKARTA 24,59 19,38 12,23 7,88 15,00 79,08 BB18 PENGADILAN TINGGIBANDUNG 24,06 19,38 11,77 7,46 13,33 76,00 BB19 PENGADILAN TINGGIBANTEN 23,95 19,38 12,70 7,75 13,96 77,74 BB20 PENGADILAN TINGGISEMARANG 25,36 19,00 12,70 7,88 13,96 78,90 BB21 PENGADILAN TINGGIDENPASAR 22,65 16,14 10,64 7,00 12,29 68,72 B22 PENGADILAN TINGGISURABAYA 22,85 18,63 12,19 7,33 11,67 72,67 BB23 PENGADILAN TINGGIYOGYAKARTA 24,46 19,52 12,00 7,33 12,92 76,23 BB24 PENGADILAN TINGGIMAKASSAR 21,10 17,09 7,73 5,33 8,96 60,21 B25 PENGADILAN TINGGISAMARINDA 21,31 19,00 12,23 0,38 15,00 67,92 B26 PENGADILAN TINGGIMANADO 22,52 13,42 6,70 5,63 1,88 50,15 CC27 PENGADILAN TINGGIPALANGKARAYA 21,59 19,38 11,30 6,38 11,67 70,32 BB28 PENGADILAN TINGGIPALU 22,87 19,00 12,23 6,38 13,33 73,81 BB29 PENGADILAN TINGGIBANJARMASIN 23,95 19,38 12,23 7,75 15,00 78,31 BB30 PENGADILAN TINGGIKENDARI 21,87 19,00 12,23 7,67 12,92 73,69 BB31 PENGADILAN TINGGIPONTIANAK 23,04 19,38 10,45 6,71 11,67 71,25 BB32 PENGADILAN TINGGIGORONTALO 22,56 17,73 11,11 6,71 11,67 69,78 B33 PENGADILAN TINGGIKUPANG 20,54 17,73 10,92 6,38 13,33 68,90 B34 PENGADILAN TINGGIMALUKU UTARA 16,40 12,48 6,00 4,38 1,88 41,14 C35 PENGADILAN TINGGIMATARAM 22,43 17,58 10,97 7,54 11,67 70,19 BB36 PENGADILAN TINGGIJAYAPURA 21,91 18,10 11,20 6,46 11,67 69,34 B37 PENGADILAN TINGGIAMBON 21,40 18,25 10,17 6,71 11,67 68,20 B38 MAHKAMAH SYAR'IYAHACEH 17,04 16,02 11,39 6,58 11,88 62,91 B39 PENGADILAN TINGGIAGAMA PALEMBANG 17,80 18,25 10,17 6,71 11,67 64,60 B40 PENGADILAN TINGGIAGAMA BENGKULU 24,59 19,00 11,95 7,25 15,00 77,79 BB41 PENGADILAN TINGGIAGAMA BABEL 20,31 18,10 10,69 6,46 11,67 67,23 B42 PENGADILAN TINGGIAGAMA JAMBI 23,86 19,38 12,23 7,13 11,88 74,48 BB43 PENGADILAN TINGGIAGAMA PADANG 23,93 18,48 11,16 7,46 10,00 71,03 BB44 PENGADILAN TINGGIAGAMA MEDAN 20,98 17,06 10,17 6,58 10,00 64,79 B45 PENGADILAN TINGGIAGAMA PEKANBARU 23,38 19,38 11,30 6,58 13,96 74,60 BB46 PENGADILAN TINGGIAGAMA BANDAR 24,89 19,38 11,67 7,75 15,00 78,69 BB
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LAMPUNG
47 PENGADILAN TINGGIAGAMA BANTEN 23,33 19,38 12,23 7,67 15,00 77,61 BB48 PENGADILAN TINGGIAGAMA YOGYAKARTA 24,37 19,00 10,41 0,25 11,67 65,70 B49 PENGADILAN TINGGIAGAMA SEMARANG 25,58 19,75 9,23 5,83 13,96 74,35 BB50 PENGADILAN TINGGIAGAMA SURABAYA 23,95 19,38 12,23 7,75 15,00 78,31 BB51 PENGADILAN TINGGIAGAMA DKI JAKARTA 24,66 20,13 11,77 4,88 15,00 76,44 BB52 PENGADILAN TINGGIAGAMA BANDUNG 23,81 19,38 11,77 7,46 13,33 75,75 BB53 PENGADILAN TINGGIAGAMA PONTIANAK 24,06 19,38 12,23 7,46 13,33 76,46 BB54 PENGADILAN TINGGIAGAMA GORONTALO 24,00 18,74 10,64 7,13 12,29 72,80 BB55 PENGADILAN TINGGIAGAMA SAMARINDA 24,61 19,38 12,47 7,88 13,96 78,30 BB56 PENGADILAN TINGGIAGAMA MANADO 22,72 19,38 10,73 6,58 11,67 71,08 BB

57 PENGADILAN TINGGIAGAMAPALANGKARAYA 20,37 18,85 10,92 6,25 10,00 66,39 B

58 PENGADILAN TINGGIAGAMA BANJARMASIN 20,72 15,39 10,69 6,71 11,67 65,18 B59 PENGADILAN TINGGIAGAMA KENDARI 21,21 16,02 10,64 7,00 12,29 67,16 B60 PENGADILAN TINGGIAGAMA PALU 22,78 19,38 12,23 7,33 11,25 72,97 BB61 PENGADILAN TINGGIAGAMA MAKASSAR 24,38 19,38 11,77 7,75 11,88 75,16 BB

62 PENGADILAN TINGGIAGAMA MALUKUUTARA 22,39 19,00 10,73 7,00 11,67 70,79 BB

63 PENGADILAN TINGGIAGAMA AMBON 20,04 18,25 10,17 6,71 11,67 66,84 B64 PENGADILAN TINGGIAGAMA MATARAM 23,95 19,38 12,00 7,21 15,00 77,54 BB65 PENGADILAN TINGGIAGAMA KUPANG 23,26 16,81 11,34 6,92 11,67 70,00 B66 PENGADILAN TINGGIAGAMA JAYAPURA 22,87 19,00 10,73 7,00 11,67 71,27 BB67 PENGADILAN TINGGITUN MEDAN 20,06 16,92 10,17 6,46 11,67 65,28 B68 PENGADILAN TINGGITUN JAKARTA 19,34 15,68 10,17 6,58 11,67 63,44 B69 PENGADILAN TINGGITUN SURABAYA 21,07 19,38 10,73 7,33 10,00 68,51 B70 PENGADILAN TINGGITUN MAKASSAR 22,96 19,00 10,27 7,33 8,54 68,10 B71 DILMILTAMA 20,91 17,44 10,41 7,21 11,67 67,64 B72 DILMILTI I MEDAN 20,52 15,13 10,17 7,21 10,00 63,03 B73 DILMILTI II JAKARTA 23,29 19,00 11,20 7,21 11,88 72,58 BB74 DILMILTI III SURABAYA 22,13 19,38 10,88 7,54 13,33 73,26 BB

JUMLAH 1637,87 1352,64 819,83 494,39 908,43 5213,16
RATA-RATA 22,13 18,28 11,08 6,68 12,28 70,45 BB

8. Pemeriksaan Kinerja dan IntegritasBerdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No.03 Tahun 2013 dan SuratKeputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI No.37/BP/SK/2016, BadanPengawasan melakukan Pemeriksaan Kinerja pada Satker secara tematik berfokus pada
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pengelolaan keuangan perkara, pengelolaan PNBP yang berasal dari pelayanan perkaradan pelayanan publik.Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai pengawas Internal pada tahun 2017telah melakukan Pemerikasan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada pengelolaankeuangan Negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 102 Satker.Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama DiLingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 55 satker. Di LingkunganPeradilan Agama untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 39 satker. Di Lingkungan PeradilanTUN untuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 5 satker dan di Lingkungan Peradilan Militeruntuk wilayah I,II,III,IV berjumlah 3 satker.Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang telah dilaksanakan BadanPengawasan sebagai berikut:1) Hasil Temuan Bidang Pelayanan Publik, meliputi :a) Kualitas Standar Pelayanan sejumlah 145 temuanb) Kualitas Sistem Informasi Pelayanan sejumlah 87 temuanc) Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan sejumlah 114 temuand) Proses Penanganan Pengaduan sejumlah 69 temuanHasil Temuan Pemeriksaan Kinerja berkaitan dengan Standar Pelayanan Publikmencapai 145 temuan (34,94%), hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayananpublik belum sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Untuk itudiperlukan kebijakan untuk evaluasi dan peningkatan SDM.Terkait Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik menduduki urutan kedua yakniterdapat 114 temuan (27,47%), terkait Sistem Informasi Pelayanan terdapat 87temuan (20,96%) dan terkait Penanganan Pengaduan terdapat 69 temuan (16,63%).
2) Hasil Temuan Bidang PNBPa) Pemungutan PNBP jumlah 32 temuanb) Penyetoran PNBP jumlah 44 temuanc) Penatausahaan PNBP jumlah 53 temuanHasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP menggambarkan bahwa temuanterkait penatausahaan PNBP lebih dominan yakni mencapai 53 temuan (41,09%),
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sehingga perlu dilakukan langkah – langkah guna mendorong terlaksananyapenatausahaan PNBP sesuai aturan yang berlaku (pengawasan intern).
3) Jenis Temuan Bidang Keuangan Perkaraa) Panjar Biaya Perkara jumlah 83 temuanb) Biaya Proses jumlah 181 temuanc) Pengembalian Sisa Panjar jumlah 58 temuand) Pengembalian Biaya Perkara tidak melalui Bank jumlah 13 temuanHasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara menggambarkanbahwa temuan terkait penatausahaan persediaan dari biaya proses lebih dominanyakni mencapai 181 temuan (54,03%),sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitandengan sistem  penatausahaan persediaan yang dibiayai dari biaya proses.
9. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKa) Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 sebanyak449 temuan pemeriksaan dengan 883 rekomendasi. Hingga 31 Desember 2017sebanyak 797 rekomendasi atau sebesar 90,26% sudah diselesaikan oleh MahkamahAgung RI sesuai dengan rekomendasi BPK, sebanyak 64 rekomendasi masih dalamproses tindak lanjut, 11 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yangsah.b) Total nilai temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017sebesar Rp39.519.245.314,74 nilai rekomendasi sebesar Rp29.479.054.601,63. Hingga31 Desember 2017 sebesar Rp24.273.013.323,80 sudah diselesaikan oleh MahkamahAgung RI sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 82,34 %, nilai yang masih dalamproses tindak lanjut sebesar Rp4.682.812.459,00 atau sebesar 15,89 % dan nilaisebesar Rp523.228.818,83 atau sebesar 1,77 % tidak dapat ditindaklanjuti denganalasan yang sah.c) Mahkamah Agung telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar 91,51 %, sisa yang belum ditindaklanjutisebesar 8,49%.
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10.Kegiatan Consulting

a) Sosialisasi Hakim Pengawas BidangDiselenggarakannya Sosialisasi Hakim Pengawas Bidang adalah untukmenyamakan pemahaman dan meningkatkan kualitas serta peran aktif HakimPengawas Bidang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga berdampak positifterwujudnya Visi Mahkamah Agung RI, karena Hakim Pengawas Bidang PadaPengadilan Tingkat Pertama mempunyai peran yang strategis di bidang pengawasan,disamping merupakan pembinaan karir bagi Hakim yang bersangkutan dengantujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan Hakim Pengawas Bidang sertamemaksimalkan capaian kinerjanya sehingga tugas dan fungsi pengawasan yangdimiliki Pengadilan Tingkat Pertama yang di dalamnya terkandung dimensipengendalian dan pembinaan dapat dilakukan secara sinergis, dan diharapkan dapatmencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran di dalampelaksanaan tugas peradilan, sehingga kebijakan Mahkamah Agung RI dibidangpengawasan dapat terwujud secara optimal, efisien dan efektif.
b) Sosialisasi Pengelolaan PengaduanDiselenggarakannya Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan adalah untuk memberikanpemahaman akan pentingnya pengelolaan pengaduan dan juga pengawasan melekatoleh pengadilan tingkat banding, yang dalam hal ini koordinator pengawasan adalahWakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, serta pelaksanaannya oleh HakimPengawas Daerah serta Hakim Pengawas Bidang dengan tujuan agar pengadilantingkat banding sebagai voorpost/ kawal depan Mahkamah Agung RI lebih optimaldalam menjalankan fungsi pengawasan melekat, baik untuk pengawasan yangbersifat teknis maupun non teknis.
c) Consulting dalam rangka Peningkatan PengawasanDiselenggarakannya Consulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan adalahuntuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Panitera, Sekretaris, PaniteraMuda, dan Juru Sita dalam melaksanakan bidang pengawasan.Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI masihdijumpai sebagian para Panitera,Sekretaris, Panitera Muda dan Jurusita yang belum
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optimal di dalam melakukan tugas-tugas kepaniteraan dan kejurusitaannya, haltersebut antara lain disebabkan kurangnya pemahaman terhadap Tugas Pokokmasing-masing dan juga kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan melekat.Karena maraknya OTT yang berkaitan melemahnya kinerja peradilan,  maka untukmendorong tumbuhnya kesadaran para Panitera, Sekretaris, Panitera Muda  danJurusita untuk  meningkatkan kemampuannya dibidang sistem pengawasan aparaturperadilan, maka Badan Pengawasan mengadakan kegiatan Consulting dengan materi-materi  meliputi: Pemuliaan Peradilan dan Peningkatan Pengawasan.
d) Penjaminan Kualitas (Quality Assurance)Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) diselenggarakan melalui Focus Group
Discussion (FGD) untuk membahas temuan yang berkaitan dengan:1. Keuangan perkara dan keuangan DIPA.2. Memastikan bahwa seluruh proses atau prosedur kegiatan yang telahdirencanakan diimplementasikan sesuai dengan standar / ketentuan yangberlaku.3. Membahas permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporankeuangan berbasis akuntansi akrual sebagai dampak masa transisi daripelaporan keuangan berbasis kas ke basis akrual dimana permasalahanpelaporan keuangan berbasis akrual relatif lebih kompleks dibandingpelaporan keuangan berbasis kas pada tahun sebelumnya.

Hasil pembahasan QA secara garis besar yakni :1. Pengelolaan keuangan DIPA dan Pengelolaan Barang Milik Negara harusberpedoman pada prinsip efektif, efisien dan ekonomis.2. Keuangan Perkara dan Uang titipan pihak ketiga harus berpedoman padakebijakan Mahkamah Agung.3. Badan Pengawasan melakukan identifikasi resiko dalam pengelolaankeuangan DIPA dan keuangan Perkara sehingga diperoleh peta resiko besertamitigasinya.Pada tahun 2017 kegiatan Quality Assurance (penjaminan kualitas) telahdilaksanakan pada 3 lokasi yaitu Palembang yang diikuti oleh 72 peserta terdiri dariPanitera, Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Kasir. Bandung yang diikuti
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oleh 98 peserta, dan Semarang yang diikuti oleh 104 peserta terdiri dari Panitera danSekretaris Tingkat Banding, Panitera dan Sekretaris Tingkat Pertama.
B. Tugas dan FungsiBadan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalammelaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agungdan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengawasanmenyelenggarakan fungsi :a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;b) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agungdan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku;c) Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan;

Badan Pengawasan terdiri dari :1. Sekretariat Badan Pengawasan;2. Inspektorat Wilayah I;3. Inspektorat Wilayah II;4. Inspektorat Wilayah III;5. Inspektorat Wilayah IV.
1) Sekretariat Badan Pengawasan;Sekretariat Badan Pengawasan mempunyai tugas memberikan dukungan teknisadministratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengawasan.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat BadanPengawasan menyelenggarakan fungsi :a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dan penyusunananggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
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c) Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan danpengembangan kinerja;d) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;e) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkunganBadan Pengawasan.
2) Inspektorat Wilayah I;Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaanteknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah I yang meliputi: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, SumateraSelatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah Imenyelenggarakan fungsi:a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasanserta pemeriksaan pelaksanaan teksnis peradilan di wilayah I;b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasanserta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah I;c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasanserta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah I;d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah I;e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugaspengawasan di wilayah I;f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah I.
3) Inspektorat Wilayah II;Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis danadministrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah II yang meliputi : Banten, DKIJakarta (termasuk unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung), Jawa Barat, Jawa Tengah,DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah IImenyelenggarakan fungsi:
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a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan sertapemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah II;b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan sertapemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah II;c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan sertapemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah II;d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah II;e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasandi wilayah II;f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah II.4) Inspektorat Wilayah III;Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis danadministrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah III yang meliputi : KalimantanBarat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara,Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah IIImenyelenggarakan fungsi:a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan sertapemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah III;b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan sertapemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah III;c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan sertapemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah III;d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah III;e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasandi wilayah III;f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah III.
5) Inspektorat Wilayah IV.Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis danadministrasi peradilan serta administrasi umum di Wilayah IV yang meliputi : NusaTenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya (Papua).
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah IVmenyelenggarakan fungsi:a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan sertapemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah IV;b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan sertapemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah IV;c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan sertapemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah IV;d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah IV;e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasandi wilayah IV;f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah IV.
Ruang lingkup pengawasan meliputi : penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaanorganisasi, administrasi, finansial peradilan dan perilaku aparatur pengadilan, sedangkansasaran pengawasan meliputi : lembaga peradilan, yang meliputi Mahkamah Agung,Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

C. Sistematika PenyajianSistematika penyajian LKjIP Badan Pengawasan Tahun 2017 dapat diilustrasikansebagai berikut :
Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

I.Pendahuluana. Latar Belakangb. Tugas dan Fungsic. Sistematika Penyajian
II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis 2015 - 20191. Visi dan Misi2. Tujuan dan Sasaran Strategis
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Rencana Kinerja Tahun 2017
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D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan

III. Akuntabilitas KinerjaA. Pengukuran KinerjaB. Analisis Akuntabilitas KinerjaC. Akuntabilitas Anggaran Kinerja
IV. PenutupA. KesimpulanB. Saran-saran
Lampiran-Lampiran
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BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019Rencana Strategis Badan Pengawasan mengacu pada Visi Mahkamah Agung yaitu“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, dalam rangka mencapai Visitersebut Mahkamah Agung RI menetapkan Misi sebagai berikut:
 Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, Badan Pengawasan dituntut untuk dapatmengawal dan mewujudkan independensi peradilan serta mempertahankan LaporanKeuangan Mahkamah Agung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam wujudmemberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara merespon pengaduanmasyarakat secara cepat dan tepat, melakukan Reviu atas Laporan Keuangan danperencanaan keuangan.
1. Visi dan MisiVisi yang telah ditetapkan Badan Pengawasan adalah ” Terwujudnya aparatur peradilan

yang bersih dan berwibawa”.Untuk memenuhi Visi tersebut, Badan Pengawasan menjabarkannya kedalam Misisebagai berikut:
1. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengintensifkan pengawasan fungsional;

2. Meningkatkan profesionalisme aparat  Badan Pengawasan dan peradilan Tingkat Banding

di  bidang pengawasan;

3. Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien dilingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

4. Terwujudnya aparatur yang profesional, bersih, netral, bertanggung jawab dan

berorientasi pada pelayanan masyarakat.
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2. Tujuan dan Sasaran StrategisGuna melaksanakan Visi dan Misi tersebut Badan Pengawasan telah merumuskanRencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dan akan dicapaisecara nyata dan lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program pada tabel berikut :
Tabel 2.1. Rencana Strategis Badan Pengawasan MA-RI

SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN

Terselenggaranyapenangananpengaduan yangtransparan, efektif danefisien
Persentase pengaduan yangdapat ditindaklanjuti Pengawasan danPeningkatanAkuntabilitasAparaturMahkamah Agung RI

1077, 1078,5258, 5259Pengawasan PelaksanaanTeknis, AdministrasiPeradilan, AdministrasiUmum, PenangananPengaduan InspekturWilayah
Persentase pengaduan yangselesai ditindaklanjuti dandipublikasiTerselenggaranyamanajemen peradilandan administrasiumum secara efektif,efisien dan akuntabel
Jumlah pengadilan yangdilakukan pengawasan regulerJumlah pengadilan yangdilakukan pemeriksaan kinerjadan integritasJumlah pengadilan yangdilakukan audit barang dan jasaJumlah Satuan Kerja yang telahdilakukan pemeriksaankeuanganJumlah Quality Assurancepengelolaan keuangan yangterlaksana 1079Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaBadan PengawasanMahkamah AgungJumlah Evaluasi LKjIP yangselesai dilakukanJumlah Pembinaan HakimPengawas BidangJumlah pegawai yang mengikutiAssesmentJumlah Penguatan APIP /
ConsultingJumlah Sosialisasi PengelolaanPengaduanJumlah Tindak Lanjut HasilPemeriksaan (TLHP) BPK yangdiselesaikanJumlah Sidang MajelisKehormatan Hakim yangdilaksanakan
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B. Indikator Kinerja Utama (IKU)Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama(IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi.Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada indikator-indikator kinerjayang ada pada Rencana Strategis (Renstra) dan RPJM 2015– 2019.Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan ditetapkan sebagai berikut :
KINERJA UTAMA INDIKATOR

KINERJA
PENJELASAN PENANGUNG

JAWAB
SUMBER

DATATerselenggaranyapenangananpengaduan yangtransparan, efektifdan efisien
Persentasepengaduan yangdapatditindaklanjuti

jumlah pengaduanyang diterimadibagi Jumlahpengaduan yangdapatditindaklanjutidikali 100%.

Badan PengawasanMahkamah Agung RI Laporanbulanan,triwulan,semester dantahunan dariIrwil I sd IrwilIVPersentasepengaduan yangselesaiditindaklanjutidan dipublikasi
jumlah pengaduanyang dapatditindaklanjutidibagi Jumlahpengaduan yangselesaiditindaklanjutidikali 100%.

Badan PengawasanMahkamah Agung RI LaporanTriwulanwebsite dariOrtala

C. Rencana Kinerja Tahun 2017Rencana Kinerja (performance plan) Tahun 2017 menggambarkan sasaran,program dan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana yang telahditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.Penyusunan Rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakananggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahuntertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan.Untuk mewujudkan sasaran Tahun 2017 Badan Pengawasan menetapkan komitmenkinerja sebagai berikut :
SASARAN

STRATEGIS
INDIKATOR

KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN TARGET ANGGARAN

Terselenggaranyapenangananpengaduan yangtransparan, efektifdan efisien
1. Persentasepengaduan yangdapatditindaklanjuti(Surat

100% PengawasandanPeningkatanAkuntabilitasAparatur
1077,1078,5258,5259PengawasanPelaksanaan

001Prosentasepengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti - -
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Pengaduan) MahkamahAgung RI Teknis,AdministrasiPeradilan,AdministrasiUmum,PenangananPengaduanInspekturWilayah

2. Persentasepengaduan yangselesaiditindaklanjutidan dipublikasi(Kasus)
100% -

170 Rp6.673.221.000
Terselenggaranyamanajemenperadilan danadministrasi umumsecara efektif,efisien danakuntabel

1. Jumlahpengadilan yangdilakukanpengawasanreguler
114 LHP 001Jumlah LHPPengawasan dilingkunganInspektorat wil I,II, III, IV

97 Rp5.306.857.000
2. Jumlahpengadilan yangdilakukanpemeriksaankinerja danintegritas

95 LHP
95 Rp3.319.683.000

3. Jumlahpengadilan yangdilakukan auditbarang dan jasa
13 LHP 12 Rp  409.598.000

4. Jumlah SatuanKerja yang telahdilakukanpemeriksaankeuangan
21 LHP 21 Rp  524.227.000

5. Jumlah QualityAssurancepengelolaankeuangan yangterlaksana
2 kegiatan 1079DukunganManajemendan DukunganTeknis LainnyaBadanPengawasanMahkamahAgung

001Tenagapengawas yangmendapatpeningkatankompentesisistempengawasan
2 Rp  833.839.000

6. Jumlah EvaluasiLKjIP yangselesaidilakukan
3 kegiatan(74 LKjIP) 3 Rp    34.998.000

7. JumlahPembinaanHakim PengawasBidang
1 kegiatan 1 Rp   279.015.000

8. Jumlah Pegawaiyang mengikutiassesment 1 kegiatan 20 Rp  138.296.0009. JumlahPenguatan APIP/ Consulting 2 kegiatan 2 Rp   733.253.000
10. JumlahSosialisasiPengelolaanPengaduan

2 kegiatan 2 Rp   985.915.000
11. Jumlah TindakLanjut HasilPemeriksaan(TLHP) BPKyangdiselesaikan

7 LHP 002Dokumen tatakelola 7
Rp   191.000.000

12. Jumlah SidangMajelisKehormatanHakim yangdilaksanakan
2 kegiatan 004PelaksanaanMKH 4 Rp     43.370.000

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,akuntabel dan berorientasi pada hasil yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yangakan dicapai pada tahun 2017, maka dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerjaantara Kepala Badan Pengawasan dengan Sekretaris Mahkamah Agung RI, SekretarisBadan Pengawasan dan Inspektur Wilayah I sampai dengan IV Badan Pengawasandengan Kepala Badan Pengawasan.
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Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, merupakan tolok ukur keberhasilan ataukegagalan organisasi dalam mencapai target yang telah ditentukan dan menjadi dasarpenilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2017.1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengawasan
SASARAN

STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/

KEGIATAN
ANGGARAN

Terselenggaranyapenangananpengaduan yangtransparan, efektifdan efisien
1. Persentase pengaduanyang dapatditindaklanjuti(Surat Pengaduan)

100% PengawasanPelaksanaan Teknis,AdministrasiPeradilan,Administrasi Umum,PenangananPengaduan

-
2. Persentase pengaduanyang selesaiditindaklanjuti dandipublikasi (Kasus)

100% Rp6.673.221.000

Terselenggaranyamanajemenperadilan danadministrasiumum secaraefektif, efisien danakuntabel

1. Jumlah Pengadilan yangdilakukan pengawasanreguler 114 LHP Dukunganmanajemen dandukungan teknislainnya
Rp5.306.857.000

2. Jumlah Pengadilan yangdilakukan pemeriksaankinerja dan integritas 95 LHP Rp3.319.683.000

3. Jumlah Pengadilan yangdilakukan audit barangdan jasa 13 LHP Rp  409.598.000

4. Jumlah Satuan Kerjayang telah dilakukanpemeriksaan keuangan 21 LHP Rp  524.227.000

5. Jumlah QualityAssurance pengelolaankeuangan yangterlaksana
2 kegiatan Rp  833.839.000

6. Jumlah Evaluasi LKjIPyang selesai dilakukan 3 kegiatan
(74 LKjIP)

Rp    34.998.000

7. Jumlah PembinaanHakim PengawasBidang 1 kegiatan Rp   279.015.000

8. Jumlah Pegawai yangmengikuti assesment 1 kegiatan
Rp 138.296.0009. Jumlah Penguatan APIP/ Consulting 2 kegiatan Rp   733.253.00010. Jumlah SosialisasiPengelolaan Pengaduan 2 kegiatan Rp   985.915.000

11. Jumlah Tindak LanjutHasil Pemeriksaan(TLHP) BPK yangdiselesaikan
7 LHP Rp   191.000.000

12. Jumlah Sidang MajelisKehormatan Hakimyang  dilaksanakan 2 kegiatan Rp     43.370.000

Jumlah Anggaran : Rp19.473.272.000,-Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, PenangananPengaduan sertaDukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya
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2. Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Pengawasan
SASARAN

STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/

KEGIATAN
ANGGARAN

Terselenggaranyamanajemen peradilandan administrasiumum secara efektif,efisien dan akuntabel
Jumlah QualityAssurancepengelolaan keuanganyang terlaksana

2 kegiatan Dukunganmanajemen dandukungan teknislainnya Rp    833.839.000

Jumlah Evaluasi LKjIPyang selesai dilakukan 3 kegiatan
(74 LKjIP) Rp      34.998.000Jumlah PembinaanHakim PengawasBidang 1 kegiatan

Rp    279.015.000Jumlah Pegawai yangmengikuti assesment 1 kegiatan
Rp    138.296.000Jumlah PenguatanAPIP / Consulting 2 kegiatan Rp     733.253.000Jumlah SosialisasiPengelolaanPengaduan 2 kegiatan Rp     985.915.000Jumlah Tindak LanjutHasil Pemeriksaan(TLHP) BPK yangdiselesaikan

7 LHP Rp    191.000.000

Jumlah Sidang MajelisKehormatan Hakimyang dilaksanakan 2 kegiatan Rp     43.370.000

Jumlah Anggaran : Rp3.239.686.000,-Program : Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya3. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN

ANGGARAN

Terselenggaranyapenangananpengaduan yangtransparan, efektifdan efisien
Persentase pengaduanyang dapatditindaklanjuti (Surat
Pengaduan)

100% PengawasanPelaksanaanTeknis,AdministrasiPeradilan,AdministrasiUmum,PenangananPengaduan

-

Persentase pengaduanyang selesaiditindaklanjuti dandipublikasi (kasus)
100% Rp1.807.623.000

Terselenggaranyaefektifitas, efisiensidan akuntabilitaspenyelenggaraanmanajemenperadilan danadministrasi umum

Jumlah Pengadilan yangdilakukan pengawasanreguler 35 LHP Rp1.433.518.000

Jumlah Pengadilan yangdilakukan pemeriksaankinerja dan integritas 30 LHP Rp1.007.667.000

Jumlah Pengadilan yangdilakukan audit barangdan jasa 3 LHP Rp   101.714.000

Jumlah Satuan Kerja yangdilakukan pemeriksaankeuangan 5 LHP Rp  160.595.000

Jumlah Anggaran : Rp4.511.117.000,-Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum,Penanganan Pengaduan
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4. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN

ANGGARAN

Terselenggaranyapenangananpengaduan yangtransparan,efektif dan efisien
Persentasepengaduan yangdapat ditindaklanjuti(Surat Pengaduan)

100% PengawasanPelaksanaan Teknis,Administrasi Peradilan,Administrasi Umum,Penanganan Pengaduan
-

Persentasepengaduan yangselesai ditindaklanjutidan dipublikasi(kasus)
100% Rp1.985.615.000

Terselenggaranyaefektifitas,efisiensi danakuntabilitaspenyelenggaraanmanajemenperadilan danadministrasiumum

Jumlah Pengadilanyang dilakukanpengawasan reguler 26 LHP Rp1.331.091.000

Jumlah Pengadilanyang dilakukanpemeriksaan kinerjadan integritas
33 LHP Rp 743.459.000

Jumlah Pengadilanyang dilakukan auditbarang dan jasa /audit kepegawaian
4 LHP Rp    85.293.000

Jumlah Satuan Kerjayang dilakukanpemeriksaankeuangan
10 LHP Rp  129.562.000

Jumlah Anggaran : Rp4.275.020.000,-Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum,Penanganan Pengaduan5. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN

ANGGARAN

Terselenggaranyapenangananpengaduan yangtransparan,efektif dan efisien
Persentasepengaduan yangdapat ditindaklanjuti(Surat Pengaduan)

100% PengawasanPelaksanaan Teknis,AdministrasiPeradilan,Administrasi Umum,PenangananPengaduan

-
Persentasepengaduan yangselesai ditindaklanjutidan dipublikasi(kasus)

100% Rp1.802.027.000

Terselenggaranyaefektifitas,efisiensi danakuntabilitaspenyelenggaraanmanajemenperadilan danadministrasiumum

Jumlah Pengadilanyang dilakukanpengawasan reguler 36 LHP Rp1.455.383.000

Jumlah Pengadilanyang dilakukanpemeriksaan kinerjadan integritas
24 LHP Rp   924.984.000

Jumlah Pengadilanyang dilakukan auditbarang dan jasa 3 LHP Rp     96.280.000

Jumlah Satuan Kerjayang dilakukanpemeriksaankeuangan
3 LHP Rp  101.539.000
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Jumlah Anggaran : Rp4.380.213.000,-Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum,Penanganan Pengaduan6. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

TARGET PROGRAM/
KEGIATAN

ANGGARAN

Meningkatnyapenangananpengaduan yangtransparan, efektifdan efisien
Persentasepengaduan yangdapatditindaklanjuti(Surat Pengaduan)

100% PengawasanPelaksanaan Teknis,AdministrasiPeradilan,Administrasi Umum,PenangananPengaduan

-
Persentasepengaduan yangselesaiditindaklanjuti dandipublikasi(kasus)

100% Rp1.077.956.000

Meningkatnyaefektifitas, efisiensidan akuntabilitaspenyelenggaraanmanajemenperadilan danadministrasiumum

Jumlah Pengadilanyang dilakukanpengawasan reguler 17 LHP Rp1.086.865.000

Jumlah Pengadilanyang dilakukanpemeriksaan kinerjadan integritas
8 LHP Rp   643.573.000

Jumlah Pengadilanyang dilakukan auditbarang dan jasa 3 LHP Rp   126.311.000

Jumlah Satuan Kerjayang dilakukanpemeriksaankeuangan
3 LHP Rp   132.531.000

Jumlah Anggaran : Rp3.067.236.000,-Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, PenangananPengaduan
E. Capaian Kinerja Badan PengawasanPerbandingan capaian kegiatan Badan Pengawasan tahun 2016 dan tahun2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2016

Pemeriksaan /
Kegiatan

Wilayah Jumlah
Realisasi Target

Capaian
PersentaseI II III IV

Kasus 51 122 51 23 247 189 LHP 131%
Reguler* 32 79 39 25 175 100 LHP 175%
Audit PBJ 3 4 3 2 12 12 LHP 100%
Reviu LK dan
RKAKL 0 4 0 0 4 3 LHP 133%

Reviu Tepra dan
PBJ * 0 6 0 0 6 0 LHP 0%

Audit Kinerja /
Audit Integritas 30 34 27 10 101 100 LHP 101%
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Evaluasi LkjIP 0 3 0 0 3 3 LHE 100%

Quality Assurance 184 0 78 0 262 150orang 175%

Rakor / Sosialisasi
Pengaduan 143 448 129 80 800 455orang 176%

Monitoring 3 3 3 3 12 12 LHP 100%

TOTAL 446 703 330 144 1622 1024 119,10 %* Kegiatan Satgas untuk melakukan pemeriksaan reguler berkaitan dengan penyelesaian perkara dan penegakan disiplin pada UnitEselon I Mahkamah Agung
Tabel 2.3 : Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2017

Pemeriksaan /
Kegiatan

Wilayah Jumlah
Realisasi Target

Capaian
PersentaseI II III IVKasus 53 103 49 23 228 170 LHP 134%Reguler 35 35 36 19 125 114 LHP 110%Audit PBJ 3 5 3 3 14 13 LHP 108%Reviu LK dan RKAKL - 6 - - 6 2 LHP 300%Pemeriksaan Kinerja/ Integritas 31 33 25 13 102 95 LHP 107%PemeriksaanKeuangan 6 12 3 3 24 21 LHP 114%Evaluasi LkjIP 20 25 19 10 74 74 LHE 100%

Quality Assurance 1 1 - - 2 2 Kegiatan 100%Rakor / SosialisasiPengaduan 1 1 - - 2 2 Kegiatan 100%Sidak 2 12 2 1 17 20 LHP 85%Monitoring 3 3 3 3 12 12 LHP 100%
TOTAL 155 236 140 75 606 525 136%* Kegiatan Satgas untuk melakukan pemeriksaan reguler berkaitan dengan penyelesaian perkara dan penegakan disiplin pada UnitEselon I Mahkamah AgungCapaian kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung selama tahun 2017 mencukupitarget yang direncanakan dari  target 100 % yaitu mencapai 136%.
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran KinerjaPengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaiankinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yangdiinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi.Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja
(performance gap) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasamendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaanmisi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Kualitas hasil pengukuran dapat dilihat dari indikator keberhasilan sasaran -sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2017
SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN%1 2 3 4 5Terselenggaranyapenangananpengaduanmasyarakat secaratransparasi, efektifdan efisien

1. Presentase pengaduanyang dapatditindaklanjuti 100%(2.642 suratpengaduan) 100%(2.642 suratpengaduan) 100%
2. Persentase pengaduanyang selesaiditindaklanjuti dandipublikasi 100%170 LHP 134%228 LHP 134%

Terselenggaranyamanajemenperadilan danadministrasi umumsecara efektif, efisiendan akuntabel
1. Jumlah Pengadilanyang dilakukanpengawasan reguler 114 LHP 125 LHP 110%
2. Jumlah Pengadilanyang dilakukanpemeriksaan kinerjadan integritas

95 LHP 102 LHP 107%
3. Jumlah Pengadilanyang dilakukan auditbarang dan jasa 13 LHP 14 LHP 108%
4. Jumlah Satuan Kerjayang telah dilakukanpemeriksaan keuangan 21 LHP 24 LHP 114%
5. Jumlah PembinaanHakim PengawasBidang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
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6. Jumlah Pegawai yangmengikuti assesment 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
7. Jumlah PenguatanAPIP/ Consulting

2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
8. Jumlah SosialisasiPengelolaanPengaduan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
9. Jumlah QualityAssurance pengelolaankeuangan yangterlaksana

2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
10. Jumlah Tindak LanjutHasil Pemeriksaan(TLHP) BPK yangdiselesaikan

7 LHP 7 LHP 100%
11. Jumlah Sidang MajelisKehormatan Hakimyang  terlaksana 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
12. Jumlah Evaluasi LKjIPyang selesai dilakukan 74 LKjIP 74 LKjIP 100%

* Capaian :
B. Analisis Akuntabilitas KinerjaBadan Pengawasan dalam melaksanakan Visi dan Misi yang menjadi tanggungjawab organisasi, telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang rincian Analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kinerjanya, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakatsecara transparasi, efektif dan efisienSasaran ini terdiri dari 2 indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.2 Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat secara transparasi,efektif dan efisien

SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN%1 2 3 4 5Terselenggaranyapenangananpengaduanmasyarakat secaratransparasi, efektifdan efisien
1. Presentase pengaduanyang dapatditindaklanjuti 100%(2.642 suratpengaduan) 100%(2.642 suratpengaduan) 100%
2. Persentase pengaduanyang selesaiditindaklanjuti dandipublikasi 100%170 LHP 134%228 LHP 134%
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Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :
Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 1 : Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti

Tabel 3.2 Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti

No Indikator Kinerja
Target

%
Realisasi

%
Capaian% Target

%
Realisasi

%
Capaian%

2016 2017

1 Persentasepengaduan yangdapat ditindaklanjuti 100(1.341) 100 100 100(2.642) 100 100
Jumlah pengaduan pengaduan yang diterima Badan Pengawasan tahun 2017 adalah2.642 pengaduan yang terdiri dari:
 Pengaduan yang disampaikan ke Badan Pengawasan, sejumlah 1.789 pengaduan
 Pengaduan dari instansi/stakeholder Mahkamah Agung, sejumlah 362 pengaduan
 Pengaduan dari aplikasi SIWAS, sejumlah 328 pengaduan, dan
 Pengaduan yang berasal dari SATGAS Badan Pengawasan, sejumlah 163 pengaduan.SATGAS Badan Pengawasan menerima pengaduan dari masyarakat yang datang keMahkamah Agung.Pengaduan tersebut oleh Badan Pengawasan dikategorikan dalam beberapa bentuk yaituantara lain:
- Ditelaah : 60 PengaduanSurat pengaduan yang disampaikan ke Badan Pengawasan, oleh Kepala BadanPengawasan didisposisi kepada Inspektur Wilayah I s/d IV dan oleh Inspektur WilayahI s/d IV diteruskan kepada Hakim Tinggi / Penelaah untuk dilakukan penelaahanapakah pengaduan tersebut dapat atau tidak untuk ditindaklanjuti, pejabat penelaahpada Badan Pengawasan MA RI terdiri dari :a. Penelaahan oleh Inspektur Wilayah/Hakim Tinggi Pengawas: apabila materilaporan Pengaduan terkait dengan pelanggaran : Kode Etik dan pedoman perilakuHakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita Pengadilan, Teknisyudisial dan Hukum Acara, Disiplin militer, Maladministrasi dan Pelayanan Publik
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b. Penelaahan oleh Auditor apabila materi laporan Pengaduan terkait denganpelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.c. Penelaahan oleh Auditor Kepegawaian apabila terkait pelanggaran : Kode Etik dankode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara; Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Diperiksa Badan Pengawasan: 122 pengaduanTim Pemeriksa Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan pada satker dimanapengaduan berasal. Hasil pemeriksaan dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa kepada Kepala Badan Pengawasan dan olehKepala Badan Pengawasan dibuat surat pengantar rekomendasi dari Tim Pemeriksakepada Ketua Kamar Pengawasan. Bila Pengaduan terbukti maka dibuat Memorandumyang diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung dan setelah disetujui oleh KetuaMahkamah Agung, dikembalikan kepada Badan Pengawasan untuk dibuatkan SuratPengantar Penjatuhan Hukuman Disiplin yang ditujukan kepada Dirjen terkait (tenagateknis) dan Sekretaris Mahkamah Agung (tenaga non teknis). Bila tidak terbukti, olehKetua Kamar Pengawasan dikembalikan kepada Kepala Badan Pengawasan untukditerbitkan Surat Pemulihan Nama Baik.
- Dijawab dengan surat: 632 pengaduanSurat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan tidak semuanya merupakanpengaduan sesuai dengan syarat yang ditentukan, tetapi terdapat pengaduan yangberisi substansi perkara yang masih berjalan pada pengadilan tingkat pertama,Banding, Kasasi dan PK. Selain itu pelaksanaan eksekusi perkara perdata maupunperkara pidana dan aparat peradilan diluar lingkungan Mahkamah Agung, terhadapsurat pengaduan tersebut langsung dijawab kepada yang bersangkutan.
- Delegasi Pengadilan Tingkat Banding :  203 pengaduanSurat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan dilakukan penelaahan oleh InspekturWilayah I s/d IV, Hakim Tinggi Pengawas, hasil dari penelahaan tersebut salah satunyaadalah didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding untuk dilakukan pemeriksaanoleh Pengadilan Tingkat Banding. Dan hasil pemeriksaan tersebut berupa LHP
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disampaikan kepada Badan Pengawasan untuk dilakukan proses penyelesaianselanjutnya.
- Delegasi Pengadilan Tingkat Pertama:  913 pengaduanSurat pengaduan yang masuk Badan Pengawasan dilakukan telaah oleh Hakim TinggiPengawas, hasil dari penelahaan tersebut salah satunya adalah didelegasikan kePengadilan Tingkat Pertama untuk dilakukan Klarifikasi dan Konfirmasi serta hasilnyadisampaikan kepada Badan Pengawasan untuk dilakukan proses penyelesaianselanjutnya.
- Delegasi Internal : 264 pengaduanMerupakan salah satu bentuk tindak lanjut atas suatu pengaduan materi laporanPengaduan yang tidak terkait dengan pelanggaran : Kode Etik dan pedoman perilakuHakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita Pengadilan, Teknisyudisial dan Hukum Acara, Disiplin militer, Maladministrasi dan Pelayanan Publiktetapi berkaitan dengan substansi pemeriksaan Kasasi maupun PK atau permasalahanlainnya yang berkaitan dengan eselon 1 maupun eselon 2 pusat, karenanya BadanPengawasan mendelegasikan kepada unit eselon 1 maupun unit eselon 2 padaMahkamah Agung RI dalam bentuk Memorandum.
- Masih dalam proses penyelesaian : 127 pengaduanMerupakan pengaduan yang menjadi kasus atau dibentuk Tim belum bisadilaksanakan karena terkait anggaran, administrasi pembuatan surat, penggabungansurat delegasi, proses pembuatan surat pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan kepadaKetua Mahkamah Agung dan Ketua Kamar Pengawasan.
- Diarsipkan : 321 pengaduanKriteria pengaduan yang diarsipkan adalah surat yang tidak mencantumkan identitaspelapor dan terlapor, data dukung, identitas nama pengadilan dan nomor perkara yangdimaksud.
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Sasaran 1

Indikator kinerja ke-2 : Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan
dipublikasiTabel 3.3 Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi

No Indikator Kinerja
Target

%
Realisasi

%
Capaian

%
Target

%
Realisasi

%
Capaian

%
2016 20172 Persentasepengaduan yangselesaiditindaklanjuti dandipublikasi.

100(189LHP) 131(247LHP) 131 100170LHP 134228 LHP 134
Tahun 2017 Tim Pemeriksa Badan Pengawasan menindaklanjuti 122 LHP ditambahdengan hasil pemeriksaan dari pengadilan tingkat banding sebanyak 106 LHP sehinggamenghasilkan 228 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP menjadi rekomendasi kepadapimpinan dalam pertimbangan pemberian hukuman disiplin. Informasi hukuman disiplindipublikasikan per-triwulan melalui website Badan Pengawasan(bawas.mahkamahagung.go.id). Perbandingan LHP dari pengaduan yang diperiksalangsung oleh Badan Pengawasan tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

- Tahun 2015 sejumlah 186 LHP, dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami kenaikan139 LHP.
- Tahun 2016 sejumlah 247 LHP, dibandingkan dengan tahun 2017 mengalamipenurunan 19 LHP Tabel 3.4: Hukuman Disiplin Tahun 2017

NO Jabatan
Jenis Hukuman Disiplin

Jumlah Persentase

Berat Sedang Ringan1 Hakim 9 9 42 60 38,4%2 Panitera 2 4 5 11 7,05%3 Sekretaris 3 - 3 6 3,84%4 Panitera Muda 4 - 10 14 8,97%5 Panitera Pengganti 5 3 13 21 13,46%6 Jurusita 4 1 4 9 5,76%7 Jurusita Pengganti 3 1 5 9 5,76%8 Pejabat Struktural 4 1 4 9 5,76%9 Staf 11 1 3 15 9,61%10 Pegawai Tidak - - 2 2 1,28%
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Tetap
JUMLAH 156

Sasaran 2 : Terselenggaranya manajemen peradilan danadministrasi umum secara efektif, efisien danakuntabelSasaran ini terdiri dari 12 indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.5 Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif,efisien dan akuntabel

SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN%1 2 3 4 5Terselenggaranyamanajemenperadilan danadministrasi umumsecara efektif, efisiendan akuntabel
1. Jumlah Pengadilanyang dilakukanpengawasan reguler 114 LHP 125 LHP 110%
2. Jumlah Pengadilanyang dilakukanpemeriksaan kinerjadan integritas

95 LHP 102 LHP 107%
3. Jumlah Pengadilanyang dilakukan auditbarang dan jasa 13 LHP 14 LHP 108%
4. Jumlah Satuan Kerjayang telah dilakukanpemeriksaan keuangan 21 LHP 24 LHP 114%
5. Jumlah PembinaanHakim PengawasBidang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
6. Jumlah Pegawai yangmengikuti assesment 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
7. Jumlah PenguatanAPIP/ Consulting

2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
8. Jumlah SosialisasiPengelolaanPengaduan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
9. Jumlah QualityAssurance pengelolaankeuangan yangterlaksana

2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
10. Jumlah Tindak LanjutHasil Pemeriksaan(TLHP) BPK yangdiselesaikan

7 LHP 7 LHP 100%
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11. Jumlah Sidang MajelisKehormatan Hakimyang  terlaksana 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
12. Jumlah Evaluasi LKjIPyang selesai dilakukan 74 LKjIP 74 LKjIP 100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :
Sasaran 2

Indikator kinerja ke-1 : Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan regulerTabel 3.6 Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler
No Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

2016 20171 Jumlah Pengadilan yangdilakukan pengawasanreguler 100(100LHP) 169(169LHP) 169 100(114LHP) 110(125LHP) 110
Pada tahun 2017 Badan Pengawasan telah melakukan pengawasan regulerterhadap 125 satker dan telah melampaui dari targer 114 satker,hal ini tidak terlepasdengan adanya penambahan hakim tinggi pengawas dan kebijakan baru dari BadanPengawasan yang memfungsikan Satuan Tugas untuk melaksanakan pemeriksaan diMahkamah Agung.Perbandingan pengawasan reguler tahun 2016 dengan 2017 mengalamipenurunan  sejumlah 44 satker hal ini hal ini terjadi karena pengurangan anggaran daritahun sebelumnya.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-2 : Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan

integritasTabel 3.7 Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas
No Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

2016 20172 Jumlah Pengadilan yangdilakukan pemeriksaankinerja dan integritas 100(100LHP) 101(101LHP) 101 100(95LHP) 108(102LHP) 107
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Pada tahun 2107 Badan Pengawasan melaksanakan kegiatan auditkinerja/integritas pada  102 satker dan ini telah melampaui dari target yang ditetapakan95 satker, hal ini adalah untuk mengoftimalkan anggaran yang telah ditetapkan.Perbandingan pengadilan yang sudah dilakukan audit Kinerja/Integritas, yaitu:Tahun 2016 jumlah satker 101 dibandingkan dengan tahun 2017 sejumlah 102 satkerterdapat peningkatan 1 satker, hal ini terjadi karena anggaran yang tersedia telahdisesuaikan dengan anggaran yang telah ditentukan.
Sasaran 2

Indikator kinerja ke-3 : Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa

Tabel 3.8 Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa
No Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

20163 Jumlah Pengadilan yangdilakukan audit barangdan jasa 100(12LHP) 100(12 LHP) 100 100(13LHP) 108(14 LHP) 108
Pada tahun 2017 Badan Pengawasan melakukan kegiatan audit Barang dan Jasaterhadap 14 satker dan telah melampaui target yang ditetapkan 1 sakter hal ini dilakukanuntuk meningkatkan kegiatan PBJ dan melakukan optimalisasi kegiatan.Perbandingan pengadilan yang telah dilakukan audit Barang dan Jasa tahun 2016sejumlah 12 satker terjadi peningkatan sebesar 2 satker pada tahun 2017 hal inidilakukan dilakakukan karena adanya anggaran yang memungkinkan untuk kegiatantersebut.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-4 : Jumlah Pemeriksaan keuangan yang dilakukan

Tabel 3.9  Jumlah Pemeriksaan keuangan yang dilakukan
No Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

2016 20174 Jumlah Pemeriksaankeuangan yangdilakukan 100(20LHP) 155(31 LHP) 155 100(21LHP) 185(24 LHP) 114
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Kegiatan pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan danmemberikan keyakinan  yang memadai bagi pengelola keuangan dilingkungan MahkamahAgung dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan anggaran yang sesuai denganketentuan dan peruntukannya.Tahun 2017 Badan Pengawasan melakukan kegiatan pemeriksaan keuangansejumlah 24 sakter melampaui target yang telah ditentukan sejumlah 21 satker sehinggaterdapat kenaikan 3 satker, hal ini karena adanya penambahan kapasitas auditorsehingga tim yang dibentuk mengalami penambahan dari tahun sebelumnya.Perbandingan pelaksanaan pemeriksaan keuangan tahun 2016 sejumlah 31 satkermengalami penurunan sebesar 7 satker pada tahun 2017, hal ini terjadi karena adanyapengurangan anggaran dari tahun sebelumnya.
Sasaran 2

Indikator kinerja ke-5 : Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang

Tabel 3.10 Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang
No Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

2016 20175 Jumlah PembinaanHakim Pengawas Bidang 100(140orang) 102(143orang) 102 100(80orang) 100(80orang) 100
Untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Hakim Pengawas Bidang, BadanPengawasan Mahkamah Agung berupaya dan secara terus menerus melakukanpengawasan secara optimal dan bersinergi dengan Hakim Pengawas Bidang. Pada tahun2017 Badan Pengawasan telah melakukan Pembinaan Hakim Pengawas Bidang dengantarget dan realisasi sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah peserta 80 orang.Perbandingan Hakim Pengawas Bidang tahun 2016 dengan tahun 2017 terjadipenurunan yang signifikan sebesar 63 orang hal ini terjadi karena ada pengurangananggaran yang berdampak pada volume peserta dari tahun sebelumnya.
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Sasaran 2

Indikator kinerja ke-6 : Jumlah Assesment yang telah dilakukan

Tabel 3.11 Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas Bidang
No Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

2016 20176 Jumlah Assesment yang
telah dilakukan

100(20orang) 100(20orang) 100 100(1kegiatan/21orang)
100(1kegiatan/21orang)

100
Penilaian dan kapasitas potensi diri berkaitan dengan aspek psikologi perludilakukan untuk mengukur kemampuan bagi Hakim Pengawas/Hakim Yustisial dan staf.Tahun 2017 Badan Pengawasan telah melaksanakan 1 kegiatan assesment yangdiikuti oleh 21 orang peserta, pelaksanaan assesment ini telah sesuai dengan targetmaupun realisasi yang telah ditentukan yaitu sebanyak 21 orang.Perbandingan assesment tahun 2016 dengan tahun 2017 antara target danrealisasi terjadi peningkatan 1 orang hal ini sesuai dengan permintaan dan kebutuhanBadan Pengawasan.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-7 : Jumlah Penguatan APIP/ Consulting

Tabel 3.12  Jumlah Penguatan APIP / Consulting

No Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

2016 20177 Jumlah Penguatan APIP
/ Consulting

100(160orang) 201(321orang) 201 100(2kegiatan340orang)
100(2 kegiatan340 orang) 100

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah jo Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015, BadanPengawasan tahun 2017 telah melakukan kegiatan penguatan APIP (Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah) sejumlah 2 kegiatan yang diikuti oleh 340 orang peserta, targetmaupun realisasi sesuai dengan rencana dan ketersediaan anggaran ada.
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Perbandingan penguatan APIP tahun 2016 dengan tahun 2017 mengalamipeningkatan sejumlah 19 peserta, hal ini dikarenakan ada ketersediaan anggaran yangdisediakan untuk kegiatan tersebut.
Sasaran 2

Indikator kinerja ke-8 : Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan

Tabel 3.13 Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan
No Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

2016 20178 Jumlah SosialisasiPengelolaan Pengaduan 100(150orang) 224(336orang) 224 100(2kegiatan/184orang)
100(2kegiatan/184 orang)

100
Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan PenguatanSistem Pengawasan Aparatur Peradilan adalah untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitasdan integritas aparatur peradilan dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatanperadilan.Tahun 2017 Badan Pengawasan telah melakukan 2 kegiatan dengan jumlahpeserta 418 orang,  sehingga target dan realisasi telah sesuai dengan perencanaan danketersediaan anggaran yang ada.Perbandingan kegiatan sosialisasi pengelolaan pengaduan tahun 2016 dengantahun 2017 mengalami penurunan sebesar 152 orang, hal ini dikarena ketersediaananggaran untuk sosialisasi pengelolaan pengaduan.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-9 : Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana

Tabel 3.14 Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana
No Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

2016 20179 Jumlah QualityAssurance pengelolaankeuangan yangterlaksana
100(2kegiatan)

100(2kegiatan) 100 100(2kegiatan)
100(2kegiatan) 100
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Quality assurance merupakan kegiatan sistimatis pekerjaan yang diimlementasikandalam sistem penjaminan mutu sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam pelaksanaanpelayanan peradilan. Pada tahun 2017 kegiatan Quality assurance telah dilakukan padadua tempat kegiatan hal ini sesuai dengan program yang telah ditentukan.
Sasaran 2

Indikator kinerja ke-10 : Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK  Yang

Terlaksana

Tabel 3.15 Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang terlaksana
No Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

2016 201710 Jumlah Tindak LanjutHasil Pemeriksaan(TLHP) BPK yangterlaksana
100(40LHP) 100(40 LHP) 100 100(7LHP) 100(7 LHP) 100

Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK tahun 2017, terget yang ditentukan 7 LHPsesuai dengan realisasi yang direncanakan 7 LHP, hal sesuai dengan program dan  danketersediaan anggaran yang telah ditetapkan. Bila diperbandingkan dengan tahun 2016ada penurunan 37 LHP, ini terjadai karena adanya keterbatasan anggaran.
Sasaran 2

Indikator kinerja ke-11 : Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim Yang Terlaksana

Tabel 3.16 Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim Yang Terlaksana
No Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

2016 201711 Jumlah Sidang MajelisKehormatan Hakim YangTerlaksana 100(4kegiatan)
100(3kegiatan) 100 100(2kegiatan)

100(2kegiatan)
100

Tahun 2017 Badan Pengawasan melakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakimyaitu antara target dengan realisasi sesuai yang telah ditentukan yaitu 2 kegiatan, denganpenjatuhan hukuman kepada Hakim yang bersangkutan berupa hukuman disiplinmasing-masing  pemberhentian dengan hormat, bila diperbandingkan dengan tahun2016 terjadi penurunan dari 3 yang diajukan ke sidang majelis kehormatan hakim
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menjadi 2, hal ini tidak terlepas bahwa semua penjatuhan sanksi dapat diajukan keSidang Majelis Kehormatan Hakim.
Sasaran 2

Indikator kinerja ke-12 : Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan

Tabel 3.17  Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan
No Indikator Kinerja

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

2016 201712 Jumlah Evaluasi LKjIP
yang selesai dilakukan

100(74LKjIP, 3kegiatan)
100(74LKjIP, 3kegiatan)

100 100(74LKjIP, 3kegiatan)
100(74LKjIP, 2kegiatan)

100
Tahun 2017 telah dilakukan evaluasi LKjIP terhadap 74 satuan kerja yang terdiridari 7 eselon I pusat dan 67 satker tingkat banding, yang memperoleh penilaian A yaitu 1satker, penilaian BB sebanyak 41 sakter, penilaian B sebanyak 30 satker, penilaian CC danC masing-masing 1 satker. Target evaluasi dan realisasi tahun 2017 mengalamipenurunan dari 3 kegiatan menjadi 2 kegiatan hal ini terjadi karena adanya pengurangananggaran. Perbandingan evaluasi tahun 2016 dengan 2017, maka terjadi penurunanpenilaian  yaitu tahun 2016 yang memperoleh nilai A sebanyak 7 satker, sedangkan tahun2017 hanya 1 satker, demikian pula dengan penilaian B mengalami dari 22 satkermenjadi 30 satker, penilaian CC dari 3 satker menjadi 1 satker dan penilaian BB dan Cmasing-masing 1 satker.

C. Akuntabilitas Anggaran KinerjaPrinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawabanterhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atauprogram yang telah ditetapkan, sejalan dengan hal tersebut Badan Pengawasan dalampencapaian sasaran atau target kebijakan atau program dapat dilihat pada tabelberikut :



LKjIP Badan Pengawasan MA – RI Tahun 2017 Page 43

Tabel 3.18 Pengukuran Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2017
SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN PROGRAM ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9Terselenggaranyapenangananpengaduanyangtransparan,efektif danefisien

- Persentasepengaduan yangdapatditindaklanjuti
2.642 2.642 100%

Pengawasanpelaksanaanteknis,administrasiperadilan,administrasiumum,penangananpengaduan(1077)

- - -
- Persentasepengaduan yangselesaiditindaklanjutidan dipublikasi

170 228 134% Rp 6.673.221.000 Rp   6.665.710.014 99,88%

Terselenggaranyamanajemenperadilan danadministrasiumum secaraefektif, efisiendan akuntabel

- Persentasepengadilan yangdilakukanpengawasanreguler
114 125 110%

Rp    5.306.857.000 Rp    5.306.698.590 99,99%
- Persentasepengadilan yangdilakukan auditbarang dan jasa

13 14 108% Rp       409.598.000 Rp       408.266.200 99,67%
- Persentasepengadilan yangdilakukanpemeriksaankinerja/integritas

95 102 107%
Rp    3.319.683.000 Rp    3.319.566.187 99,99%

- Persentase SatuanKerja yang telahdilakukanpemeriksaankeuangan
21 24 114% Rp       524.227.000 Rp       523.922.700 99,94%

- Persentase rakorquality assurancepengelolaankeuangan yangterlaksana
2 2 100% DukunganManajemendanDukunganTeknisLainnyaBadanPengawasanMahkamahAgung RI(1079)

Rp        833.839.000 Rp 833.424.400 99,95%
- Persentase LKjIPyang selesai dievaluasi 74 74 100% Rp          34.998.000 Rp 34.901.700 99,72%
- PersentasePembinaan HakimPengawas Bidang 1 1 100% Rp        279.015.000 Rp 279.013.200 99,99%
- PersentasePegawai yangmengikutiassessment

1 1 100% Rp        138.296.000 Rp 138.276.701 99,98%
- PersentasePenguatan APIP /

Consulting

2 2 100% Rp        733.253.000 Rp 732.667.600 99,92%
- PersentaseSosialisasiPengelolaanPengaduan

2 2 100% Rp        985.915.000 Rp 985.904.454 99,99%
- PersentaseTindak LanjutHasilPemeriksaan(TLHP) BPK yangdiselesaikan

7 7 100% Rp        191.000.000 Rp 190.988.699 99,99%
- Persentase SidangMajelisKehormatanHakim yang

2 2 100% Rp          43.370.000 Rp 40.991.000 94,51%
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dilaksanakanTahun 2017 perolehan Pagu anggaran Badan Pengawasan yang disediakan untukmelaksanakan kegiatan sebesar Rp. 31.400.000.000,- dengan realisasi  penggunaan paguanggaran tersebut sebesar Rp. 31.363.812.655,- atau dengan prosentasi sebesar 99,88 %dan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 36.187.345,- atau 0,12 %, dengan demikian BadanPengawasan telah melaksanakan pencapaian sasaran atau target kebijakan yang telahditetapkan.
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BAB IV

PENUTUP

A. KesimpulanLaporan Kinierja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai pertanggungjawaban atascapaian kinerja selama kurun waktu tahun 2017. Laporan Kinerja ini merupakanperwujudan dari bentuk transparansi dan akuntabilitas Badan Pengawasan dalampelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasarankinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja selamatahun 2017. Laporan ini juga merupakan upaya menampilkan secara riil dan konkritseluruh kegiatan yang telah ditetapkan yang hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Secara umum hasil capaian sasaran-sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuaidengan rencana dan target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa halyang belum mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun berikut.2. Realisasi target yang terlampaui dari rencana semula semata-mata karena adanyapenyesuaian yang harus dilakukan dengan menambah kegiatan tanpa melakukanpembebanan anggaran yang tersedia.3. Pencapaian realisasi anggaran sebesar 99,88 % tersebut dapat dikategorikan sebagaikinerja yang baik.
B. SaranHasil yang telah diperoleh agar dapat dipertahankan dan bahkan untuk lebihditingkatkan dimasa yang akan datang dengan dukungan sumber daya manusia dananggaran yang memadai.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 
 



 
 



 
 
 
 

  

 









 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 
(RKT) 

 
 

SASARAN 
STRATEGIS 

 
INDIKATOR 

KINERJA 
 

TARGET PROGRAM KEGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

TARGET ANGGARAN 

Terselenggaranya 
penanganan 
pengaduan yang 
transparan, efektif 
dan efisien  

1. Persentase 
pengaduan yang 
dapat 
ditindaklanjuti 
 (Surat 
Pengaduan) 

100% 

 

Pengawasan 
dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas 
Aparatur 
Mahkamah 
Agung RI 
 
 

1077, 
1078,5258, 
5259 
Pengawasan 
Pelaksanaan 
Teknis, 
Administrasi 
Peradilan, 
Administrasi 
Umum, 
Penanganan 
Pengaduan 
Inspektur 
Wilayah 

001 
Prosentase 
pengaduan 
masyarakat yang 
ditindaklanjuti 

- 

- 

2. Persentase 
pengaduan yang 
selesai 
ditindaklanjuti 
dan dipublikasi 
(Kasus) 

100% 

 

- 

170 

   

Rp6.673.221.000 

 

Terselenggaranya 
manajemen 
peradilan dan 
administrasi umum 
secara efektif, 
efisien dan 
akuntabel 
  

1. Jumlah pengadilan 
yang dilakukan 
pengawasan 
reguler  

114 LHP 001 
Jumlah LHP 
Pengawasan di 
lingkungan 
Inspektorat wil I, II, 
III, IV 

97 

   

Rp5.306.857.000 

 

2. Jumlah pengadilan 
yang dilakukan 
pemeriksaan 
kinerja dan 
integritas  

95 LHP 

95 

   

Rp3.319.683.000 

 

3. Jumlah pengadilan 
yang dilakukan 
audit barang dan 
jasa  

13 LHP 

12 

 Rp  409.598.000 

 

4. Jumlah Satuan 
Kerja yang telah 
dilakukan 
pemeriksaan 
keuangan 

21 LHP 

21 

 Rp  524.227.000 

 

5. Jumlah Quality 
Assurance 

2 kegiatan 1079 
Dukungan 

001 
Tenaga pengawas 

2  Rp  833.839.000 



pengelolaan 
keuangan yang 
terlaksana 

 Manajemen 
dan Dukungan 
Teknis Lainnya 
Badan 
Pengawasan 
Mahkamah 
Agung 

yang mendapat 
peningkatan 
kompentesi sistem 
pengawasan 

 

6. Jumlah Evaluasi 
LKjIP yang selesai 
dilakukan 

3 kegiatan 

(74 LKjIP) 
3 

  Rp    34.998.000 

 

7. Jumlah 
Pembinaan Hakim 
Pengawas Bidang 

1 kegiatan 
1 

Rp   279.015.000 

8. Jumlah Pegawai 
yang mengikuti 
assesment 

1 kegiatan 
20  Rp  138.296.000 

9. Jumlah Penguatan 
APIP / Consulting 

2 kegiatan 2 Rp   733.253.000 

10. Jumlah Sosialisasi 
Pengelolaan 
Pengaduan 

2 kegiatan 
2 

Rp   985.915.000 

11. Jumlah Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan 
(TLHP) BPK yang 
diselesaikan 

7 LHP 002  
Dokumen tata kelola 

7 

Rp   191.000.000 

 

12. Jumlah Sidang 
Majelis 
Kehormatan 
Hakim yang  
dilaksanakan 

2 kegiatan 004 
Pelaksanaan MKH 

4 

 Rp     43.370.000  

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018 
(RKT) 

 
 

SASARAN 
STRATEGIS 

 
INDIKATOR 

KINERJA 
 

TARGET PROGRAM KEGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

TARGET ANGGARAN 

Terselenggaranya 
penanganan 
pengaduan yang 
transparan, efektif 
dan efisien  

1. Persentase 
pengaduan yang 
dapat 
ditindaklanjuti 
 (Surat 
Pengaduan) 

100% 

 

Pengawasan 
dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas 
Aparatur 
Mahkamah 
Agung RI 
 
 

1077, 
1078,5258, 
5259 
Pengawasan 
Pelaksanaan 
Teknis, 
Administrasi 
Peradilan, 
Administrasi 
Umum, 
Penanganan 
Pengaduan 
Inspektur 
Wilayah 

001 
Prosentase 
pengaduan 
masyarakat yang 
ditindaklanjuti 

- 
- 

2. Persentase 
pengaduan yang 
selesai 
ditindaklanjuti 
dan dipublikasi 
(Kasus) 

100% 

(148 LHP) 

 

- 

170 
Rp6.326.055.000 

Terselenggaranya 
manajemen 
peradilan dan 
administrasi umum 
secara efektif, 
efisien dan 
akuntabel 
  

1. Jumlah pengadilan 
yang dilakukan 
pengawasan 
reguler  

89 LHP 001 
Jumlah LHP 
Pengawasan di 
lingkungan 
Inspektorat wil I, II, 
III, IV 

97 Rp4.443.172.000 

2. Jumlah pengadilan 
yang dilakukan 
pemeriksaan 
kinerja dan 
integritas  

78 LHP 

95 Rp3.349.108.000 

3. Jumlah pengadilan 
yang dilakukan 
audit barang dan 
jasa  

8 LHP 

12 Rp   348.500.000 

4. Jumlah Satuan 
Kerja yang telah 
dilakukan 
pemeriksaan 
keuangan 

10 LHP 

21 Rp   434.840.000 

5. Jumlah Evaluasi 
LKjIP yang selesai 
dilakukan 

 

74 LHE 001 
Tenaga pengawas 
yang mendapat 
peningkatan 

3 Rp   154.970.000 



6. Jumlah Quality 
Assurance 
pengelolaan 
keuangan yang 
terlaksana 

1 Kegiatan 1079 
Dukungan 
Manajemen 
dan Dukungan 
Teknis Lainnya 
Badan 
Pengawasan 
Mahkamah 
Agung 

kompentesi sistem 
pengawasan 

2 Rp   764.343.000 

7. Jumlah Penguatan 
Hakim Pengawas 
Bidang 

1 Kegiatan 
1 Rp   803.527.000 

8. Jumlah Pegawai 
yang mengikuti 
assesment 

2 Kegiatan 

20 

Rp   200.000.000 

 

9. Jumlah Penguatan 
APIP / Consulting 

1 Kegiatan 2 Rp   764.387.000 

10. Jumlah  
Pembinaan Sistem  
Pengaduan 

1 Kegiatan 
2 Rp   893.731.000 

11. Jumlah Tindak 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan 
(TLHP) BPK yang 
diselesaikan 

15 LHP 002  
Dokumen tata kelola 

7 Rp   250.000.000 

12. Jumlah Sidang 
Majelis 
Kehormatan 
Hakim yang  
dilaksanakan 

10 LHP 004 
Pelaksanaan MKH 

4 Rp   100.000.000 

 

 
 
 



  

 





PERJANJIAN KINERJA (PK) 2017 KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN

ANGGARAN

Terselenggaranya
penanganan pengaduan
yang transparan, efektif dan
efisien

1. Persentase pengaduan yang dapat
ditindaklanjuti
(Surat Pengaduan)

100% Pengawasan
Pelaksanaan
Teknis,
Administrasi
Peradilan,
Administrasi
Umum, Penanganan
Pengaduan

-

2. Persentase pengaduan yang selesai
ditindaklanjuti dan dipublikasi
(Kasus)

100% Rp6.673.221.000

Terselenggaranya
manajemen peradilan dan
administrasi umum secara
efektif, efisien dan
akuntabel

1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan
pengawasan reguler

114 LHP
Dukungan
manajemen dan
dukungan teknis
lainnya

Rp5.306.857.000

2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan
pemeriksaan kinerja dan integritas

95 LHP Rp3.319.683.000

3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan
audit barang dan jasa

13 LHP Rp 409.598.000

4. Jumlah Satuan Kerja yang telah
dilakukan pemeriksaan keuangan

21 LHP Rp 524.227.000

5. Jumlah Quality Assurance
pengelolaan keuangan yang
terlaksana

2 kegiatan Rp 833.839.000

6. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai
dilakukan

3 kegiatan
(74 LKjIP)

Rp 34.998.000

7. Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas
Bidang

1 kegiatan Rp 279.015.000

8. Jumlah Pegawai yang mengikuti
assesment

1 kegiatan
Rp 138.296.000

9. Jumlah Penguatan APIP / Consulting 2 kegiatan Rp 733.253.000



10. Jumlah Sosialisasi Pengelolaan
Pengaduan

2 kegiatan Rp 985.915.000

11. Jumlah Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) BPK yang
diselesaikan

7 LHP Rp 191.000.000

12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan
Hakim yang  dilaksanakan

2 kegiatan Rp 43.370.000

Jumlah Anggaran : Rp19.473.272.000,-
Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan serta
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya









 

 

 
 

 





PERJANJIAN KINERJA  (PK) 2017 SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN

ANGGARAN

Terselenggaranya manajemen
peradilan dan administrasi umum
secara efektif, efisien dan akuntabel

Jumlah Quality Assurance pengelolaan
keuangan yang terlaksana

2 kegiatan Dukungan
manajemen dan
dukungan teknis
lainnya

Rp 833.839.000

Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai
dilakukan

3 kegiatan
(74 LKjIP)

Rp 34.998.000

Jumlah Pembinaan Hakim Pengawas
Bidang

1 kegiatan
Rp 279.015.000

Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment 1 kegiatan Rp    138.296.000
Jumlah Penguatan APIP / Consulting 2 kegiatan Rp     733.253.000
Jumlah Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan 2 kegiatan Rp     985.915.000
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP) BPK yang diselesaikan

7 LHP Rp    191.000.000

Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim
yang dilaksanakan

2 kegiatan Rp     43.370.000

Jumlah Anggaran : Rp3.239.686.000,-
Program : Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya







 





PERJANJIAN KINERJA  (PK) 2017 INSPEKTUR WILAYAH I BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN

ANGGARAN

Terselenggaranya penanganan
pengaduan yang transparan, efektif
dan efisien

Persentase pengaduan yang dapat
ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)

100% Pengawasan
Pelaksanaan Teknis,
Administrasi Peradilan,
Administrasi Umum,
Penanganan Pengaduan

-

Persentase pengaduan yang selesai
ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)

100%
Rp1.807.623.000

Terselenggaranya efektifitas, efisiensi
dan akuntabilitas penyelenggaraan
manajemen peradilan dan administrasi
umum

Jumlah Pengadilan yang dilakukan
pengawasan reguler

35 LHP Rp1.433.518.000

Jumlah Pengadilan yang dilakukan
pemeriksaan kinerja dan integritas

30 LHP Rp1.007.667.000

Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit
barang dan jasa

3 LHP Rp 101.714.000

Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan
pemeriksaan keuangan

5 LHP Rp 160.595.000

Jumlah Anggaran : Rp4.511.117.000,-
Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan











PERJANJIAN KINERJA (PK) 2017 INSPEKTUR WILAYAH II BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN

ANGGARAN

Terselenggaranya penanganan
pengaduan yang transparan, efektif
dan efisien

Persentase pengaduan yang dapat
ditindaklanjuti
(Surat Pengaduan)

100% Pengawasan
Pelaksanaan Teknis,
Administrasi Peradilan,
Administrasi Umum,
Penanganan Pengaduan

-

Persentase pengaduan yang selesai
ditindaklanjuti dan dipublikasi
(kasus)

100%
Rp1.985.615.000

Terselenggaranya efektifitas, efisiensi
dan akuntabilitas penyelenggaraan
manajemen peradilan dan administrasi
umum

Jumlah Pengadilan yang dilakukan
pengawasan reguler

26 LHP Rp1.331.091.000

Jumlah Pengadilan yang dilakukan
pemeriksaan kinerja dan integritas

33 LHP Rp 743.459.000

Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit
barang dan jasa / audit kepegawaian

4 LHP Rp 85.293.000

Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan
pemeriksaan keuangan

10 LHP Rp 129.562.000

Jumlah Anggaran : Rp4.275.020.000,-
Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan











PERJANJIAN KINERJA (PK) 2017 INSPEKTUR WILAYAH III BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN

ANGGARAN

Terselenggaranya penanganan
pengaduan yang transparan, efektif
dan efisien

Persentase pengaduan yang dapat
ditindaklanjuti (Surat Pengaduan)

100% Pengawasan
Pelaksanaan Teknis,
Administrasi Peradilan,
Administrasi Umum,
Penanganan Pengaduan

-

Persentase pengaduan yang selesai
ditindaklanjuti dan dipublikasi (kasus)

100%
Rp1.802.027.000

Terselenggaranya efektifitas, efisiensi
dan akuntabilitas penyelenggaraan
manajemen peradilan dan administrasi
umum

Jumlah Pengadilan yang dilakukan
pengawasan reguler

36 LHP Rp1.455.383.000

Jumlah Pengadilan yang dilakukan
pemeriksaan kinerja dan integritas

24 LHP Rp 924.984.000

Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit
barang dan jasa

3 LHP Rp 96.280.000

Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan
pemeriksaan keuangan

3 LHP Rp 101.539.000

Jumlah Anggaran : Rp4.380.213.000,-
Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan







 





PERJANJIAN KINERJA (PK) 2017 INSPEKTUR WILAYAH IV BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/
KEGIATAN

ANGGARAN

Meningkatnya penanganan pengaduan
yang transparan, efektif dan efisien

Persentase pengaduan yang dapat
ditindaklanjuti
(Surat Pengaduan)

100% Pengawasan
Pelaksanaan Teknis,
Administrasi Peradilan,
Administrasi Umum,
Penanganan Pengaduan

-

Persentase pengaduan yang selesai
ditindaklanjuti dan dipublikasi
(kasus)

100% Rp1.077.956.000

Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan
akuntabilitas penyelenggaraan
manajemen peradilan dan administrasi
umum

Jumlah Pengadilan yang dilakukan
pengawasan reguler

17 LHP Rp1.086.865.000

Jumlah Pengadilan yang dilakukan
pemeriksaan kinerja dan integritas

8 LHP Rp 643.573.000

Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit
barang dan jasa

3 LHP Rp 126.311.000

Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan
pemeriksaan keuangan

3 LHP Rp 132.531.000

Jumlah Anggaran : Rp3.067.236.000,-
Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan
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